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BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan

beberapa hal dalam penulisan ini, yaitu:

1. Penegakan hukum terhadap kejahatan di dunia maya yang dilakukan oleh

Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Polda DIY) dilakukan

melalui dua cara, yaitu secara preventif dan represif. Secara preventif

penegakan hukum ini dilakukan melalui kerjasama dengan pihak-pihak

terkait misalnya dengan pengusaha warung internet (warnet) dalam hal

pengawasan dan/atau pencegahan terjadinya pelanggaran/kejahatan di

dunia maya, dengan pihak kantor pos ataupun perusahaan jasa pengiriman

barang/ekspedisi melalui pengawasan dan koordinasi terhadap barang-

barang kiriman dari luar negeri yang mencurigakan, maupun dengan pihak

lainnya. Sedangkan upaya penegakan hukum secara represif dilakukan

dengan memproses segala tindak pidana di dunia maya sesuai aturan

hukum yang berlaku.

2. Kendala yang dihadapi oleh aparat kepolisian dalam penegakan hukum

terhadap kejahatan di dunia maya di wilayah DIY sangat berkaitan dengan

sumberdaya manusia penegak hukumnya (aparat yang menangani).

Kualitas dan kuantitas aparat penegak hukum yang ada menjadi tidak

sebanding dengan pesatnya perkembangan teknologi komunikasi dan
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informasi yang berdampak pada peningkatan kualitas dan kuantitas

kejahatan di dunia maya. Selain itu, ketidakhadiran saksi dan/atau saksi

korban juga menjadi kendala tersendiri dalam penegakan hukum terhadap

kejahatan di dunia maya oleh Polda DIY.

B. Saran

Penegakan hukum terhadap kejahatan di dunia maya yang dilakukan

oleh Polda DIY bukan merupakan sebuah tugas yang mudah dan perlu

dukungan semua pihak. Berdasarkan hal tersebut beberapa saran yang dapat

diajukan dari hasil penelitian ini adalah:

1. Hendaknya pihak-pihak terkait memberikan dukungan secara maksimal

dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh jajaran aparat kepolisian

Polda DIY, terutama pihak penyelenggara atau perusahaan jasa

pengiriman barang dan para pengusaha warnet dengan memberikan

pengawasan yang ketat terhadap usaha yang dijalaninya, sehingga dengan

hal tersebut diharapkan penegakan hukum terhadap kejahatan di dunia

maya yang dilaksanakan oleh Polda DIY dapat berjalan efektif.

2. Kemampuan aparat penegak hukum hendaknya selalu ditingkatkan dan

perlu mendapat perhatian serius, terutama dalam hal penguasaan teknologi

modern, khususnya penguasaan software (perangkat lunak/programnya),

untuk menangkal dan/atau mencegah terjadinya segala tindak kejahatan di

dunia maya dengan sarana teknologi (technoprevention). Upaya ini juga

perlu dilakukan dalam menghadapi dan melawan segala bentuk



 

 

53

perkembangan kejahatan di dunia maya yang semakin meningkat dari

waktu ke waktu akibat pesatnya perkembangan arus informasi dan

teknologi dewasa ini. Selain juga memperkuat koordinasi dan kerjasama

yang telah dibangun dengan lembaga-lembaga lainnya.
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